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PEMBUKAAN 

Disadari bahwa salah satu prasyarat yang penting bagi kemajuan bangsa adalah kualitas sumber 

daya manusia yang tinggi, yang diselenggarakan melalui suatu sistem pendidikan nasional. Pendidikan 

mempunyai peranan penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang 

bersangkutan. Tanpa pendidikan yang cukup suatu bangsa akan mengalami keterbelakangan dalam 

segala bidang kehidupan dan mengalami kesulitan dalam pergaulan antar bangsa.  

Kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Makin besar 

partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusianya maka makin dekat pula 

jarak yang ditempuh perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya di bawah 

lindungan dan ridha Allah SWT.  

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid (pemurnian, pembaharuan, reformasi, dan 

modernisasi) yang didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 

November 1912 Miladiyah, dalam perjuangannya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam 

sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, menyelenggarakan amal usaha antara lain 

di bidang pendidikan yang kemudian merupakan salah satu ciri khas dari gerakan  Muhammadiyah.  

Lembaga pendidikan yang didirikan dan diselenggarakannya menjadi subsistem dalam sistem 

pendidikan nasional, mulai dari pendidikan prasekolah sampai perguruan tinggi yang tersebar di seluruh 

Tanah Air.  

Universitas Muhamadiyah Banjarmasin sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah dan merupakan 

salah satu subsistem dalam sistem pendidikan tinggi nasional, sangat menyadari beban tugas yang 

diemban untuk mencapai tujuan perjuangan nasional dan misi Persyarikatan Muhammadiyah di atas. 

Oleh karenanya Universits Muhammadiyah Banjarmasin diselenggarakan tidak hanya melahirkan 

manusia-manusia yang memiliki kemampuan daya pikir dan penalaran keilmuan belaka, tetapi sekaligus 

dituntut menjadi wadah penempaan insan intelektual secara utuh yang berilmu amaliah dan beramal 

ilmu sebagai kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Dengan landasan pemikiran tersebut 

di atas, disusunlah Statuta Universitas Muhammadiyah Banjarmasin sebagai pedoman dasar dan acuan 

dalam penyelenggaraan Universitas.  

Kepada Tim Penyusun Statuta Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ini, kami sampaikan 

penghargaan dan ucapan terimakasih. Hasil kerja keras Tim ini mudah-mudahan mendapat ridho dari 

Allah SWT. Amin.    

 

        Banjarmasin, 14 Maret 2016 
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SAMBUTAN REKTOR 

 

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh   

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan nikmatNya 

kepada kita semua, semoga seterusnya kita selalu berada dalam lindungan-Nya. Amin. 

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki 

komitmen serta berperan aktif mencerdaskan bangsa, dalam pengelolaan manajemennya berupaya 

mengembangkan perguruan tinggi yang memenuhi kriteria dan standar dalam penyelenggaraan proses 

belajar mengajar berbagai wacana keilmuan dan ke-Islaman sebagai filosofi penyelenggaraan dan 

pengembangan institusi pendidikan tinggi.  

Dewasa ini kepercayaan masyarakat kepada Universitas Muhammadiyah Banjarmasin semakin 

tinggi dengan mengedepankan kompetensi kelulusan dalam menghasilkan kader-kader bangsa yang 

unggul, profesional dan islami. Saat ini Universitas Muhammadiyah Banjarmasin telah memiliki: 1. 

Program Strata 2 yaitu S2 Keperawatan, dengan kekhususan: Keperawatan Gawat Darurat dan 

Kepemimpinan & manajemen Keperawatan. 2. Program strata 1: yang terdiri dari 5 Fakultas (Fakultas 

Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Fakultas 

Psikologi, dan Fakultas Farmasi, dengan 15 Program Studi. Semoga Statuta Universitas Muhammadiyah 

Banjarmasin ini dijadikan sebagai pedoman dasar dan acuan dalam penyelenggaraan Universitas.   

Nasrun minallahi wafathun qorib.   

          Banjarmasin, 14 Maret 2016                                                                      

Rektor,      

 

 

      Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag. 

      NIDN: 2010120502 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Pengertian 

(1) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, 

berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi dan PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

(2) Pendidikan Tinggi Muhammadiyah adalah kelanjutan pendidikan menengah di lingkungan 

Persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa, memiliki kemampuan akademik dan/atau 

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan, teknologi, kesenian dan/atau keislaman 

(3) Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PTM adalah amal usaha 

Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nialai Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filolsofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi 

salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai 

tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman 

(4) Statuta adalah statuta Universitas Muhammadiyah Banjarmasin sebagai peraturan dasar 

Pengelolaan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang digunakan sebagai landasan 

penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 

(5) Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, disingkat UM Banjarmasin dan selanjutnya di statuta 

ini disebut universitas dan berkedudukan di kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. 

(6) Persyarikatan Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang bersumber pada AlQur'an dan As-

Sunnah, yang didirikan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 

November 1912 Miladiyah oleh K. H. Ahmad Dahlan dan merupakan badan hukum yang 

disahkan oleh Gouverneur Generaal nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914, juncto nomor 40 tanggal 

16 Agustus 1020, juncto nomor 36 tanggal 2 September 1921, juncto Surat Menteri Kehakiman 

RI nomor J.A.S/160/5 tanggal 8 September 1971 tentang persyarikatan Muhammadiyah sebagai 

badan hukum yang bergerak dalam bidang Agama, Sosial, dan Pendidikan sebagai berikut:  

a. Bidang Agama, Surat Menteri Agama RI, nomor 1 tahun 1971 tanggal 7 September 1971; 

b. Bidang Sosial, Surat Menteri Sosial RI, nomor: K/162-IK/71/MS, tanggal 7 September 

1971; 

c. Bidang Pendidikan, Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, nomor: 23628/MPK/74, 

tanggal 24 Juli 1974 

(7) Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar maruf nahi munkar berasas Islam dan 

bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Persyarikatan Muhammadiyah adalah Badan Hukum  

berdasar Besluit Pemerintah Hindia Belanda No. 81 tahun 1914,  No. 40 tahun 1920 dan No. 36 

tahun 1921, serta Surat Dirjen Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI No. J.A.5/160/4 

tanggal 8 September 1971. 

(8) Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah pendiri, pemilik, dan penyelenggara Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah yang menetapkan kebijakan penyelenggaraan PTM 

(9) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan adalah pelaksana kebijakan Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan UM Banjarmasin. 
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(10) Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah, disingkat Majelis Dikti, adalah badan yang 

membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan 

kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam peneyelenggaraan PTM 

(11) Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah (BP-UM) Banjarmasin adalah Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan  kepada Majelis 

Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

(12) Badan Pembina Harian disingkat BPH, adalah badan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah atas usul pimpinan PTM bersama PWM melalui Majelis Pendidikan Tinggi . 

(13) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang diangkat dan diberhentikan oleh/dan 

bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

(14) Pendidikan akademik adalah pendidikan sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada 

penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. 

(15) Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah program  sarjana, yang 

di-arahkan terutama pada kesiapan menerapkan keahlian tertentu. 

(16) Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki 

pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. 

(17) Catur Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan 

tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Al-Islam 

Kemuhammadiyahan. 

(18) Pimpinan universitas adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggungjawab di dalam 

pengambilan keputusan. 

(19) Senat universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi dibidang akademik tingkat 

universitas pada lingkungan UM Banjarmasin. 

(20) Sivitas akademika adalah kesatuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. 

(21) Pegawai UM Banjarmasin meliputi dosen dan tenaga kependidikan. 

(22) Dosen adalah pegawai yang diangkat dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. 

(23) Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat dengan tugas utama pelayanan di bidang 

administrasi akademik, umum dan keuangan. 

(24) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan di UM Banjarmasin. 

(25) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan di UM 

Banjarmasin. 

(26) Busana akademik adalah busana yang dipakai anggota senat dan wisudawan secara formal dalam 

upacara sidang senat terbuka. 

(27) Kopertis Wilayah XI adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Kalimantan. 
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BAB II 

VISI, MISI DAN TUJUAN 

 Pasal 2  

Visi 

 Menjadi Universitas Terkemuka, Unggul, Professional, Berkarakter Islam yang Berkemajuan di 

Kalimantan tahun 2025. 

Maksud Visi 

(1) Menjunjung Visi “Terkemuka” ditunjukkan dengan reputasi baik yang dimiliki Universitas untuk 

tingkat Regional;  

a. Reputasi ini ditunjukkan dengan SDM yang kompeten, Sarana dan Prasarana yang memadai, 

teknologi dan informasi yang terkemuka, lulusan yang berdaya saing global, publikasi hasil 

penelitian yang berkualitas yang diikuti dengan delivery hasil riset tersebut dalam rangka 

mendukung kemandirian bangsa. 

(2) Makna “Unggul” memiliki makna substansif yang bernilai kompetitif tinggi; 

a. Keunggulan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin akan dibangun melalui kegiatan-kegiatan 

akademik yang bersifat substansial yang dapat dikompetisikan baik dalam ranah nasional 

maupun internasional; 

b. Keunggulan yang dikembangkan mengarah kepada enam bidang keunggulan yaitu: 

i. Pendidikan, 

ii. Penelitian dan produk hasil penelitian   

iii. Pengabdian kepada Masyarakat, 

iv. Kemahasiswaan, 

v. Kelembagaan, dan 

vi. Pusathan.  

c. Masing-masing bidang didorong untuk memiliki keunggulan spesifik berupa kemampuan 

menginplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, dan budaya sehingga mempunyai nilai kompetitif yang tinggi. 

(3) Makna “Profesional” dalam arti universitas muhammadiyah Banjarmasin melaksanakan kegiatan 

Catur Dharma perguruan tinggi secara professional dan bertanggung jawab, meghasilkan lulusan 

yang mempunyai kompetensi sesuai dengan profesinya masing-masing baik dalam aspek 

pengetahuan, sikap maupun keterampilan dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan 

memperkaya kebudayaan nasional 

(4) Maksud “Berkarakter Islam yang Berkemajuan” adalah upaya untuk mewujudkan dengan sungguh-

sungguh kampus, civitas akademika, dan alumni yang mampu memahami, menghayati, 

mengimplementasikan watak sejati agama Islam sebagai agama berkemajuan yang ditandai dengan 

indikator berikut: 

a. Kemantapan dan kebersihan aqidah; 

b. Ketekunan ibadah; 

c. Kemuliaan akhlak; 

d. Keluasan ilmu; 

e. Kematangan professional; dan  
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f. Kepribadian yang responsif terhadap kemajuan dan perkembangan peradaban. 

Pasal 3 

Misi 

Misi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin  

(1) Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi untuk pengembangan ilmu, 

profesionalisme dan pembentukan peserta didik berkarakter islam yang berkemajuan; 

(2) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan, produk yang inovatif, berkualitas untuk menunjang 

kemandirian bangsa; 

(3) Mengabdikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan 

masyarakat, kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, 

pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional; 

(4) Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good university 

governance), menuju tata kelola yang unggul (excellent university governance), secara efektif dan 

efisien dalam suasana akademik yang Islami dan bermartabat. 

 

Pasal 4 

Tujuan 

Tujuan penyelenggaraan UM Banjarmasin 

(1) Menjunjung Terwujudnya hasil lulusan yang berdaya saing global, professional, mempunyai spirit 

unggul dan berkarakter islam yang berkemajuan; 

(2) Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan iptek dan seni yang relevan dengan tujuan 

pembangunan nasional dan daerah melalui penyelenggaraan program studi, penelitian, pembinaan 

kelembagaan, serta pengembangan sumberdaya akademik yang berdaya guna dan berhasil guna;  

(3) Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud implementasi ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni berlandaskan nilai-nilai Islami; 

(4) Terwujudnya masyarakat kampus yang handal dan profesional yang didukung oleh budaya ilmiah 

yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh UM Banjarmasin; 

(5) Terselenggaranya tata kelola pendidikan tinggi yang efektif dan efisien dalam suasana kampus 

Islami yang bermartabat yang diintegrasikan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan; 

(6) Terlaksananya peningkatan sumber pendapatan melalui kerjasama dan pengembangan unit usaha 

untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan; 

(7) Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan melalui penyediaan fasilitas, prasarana, sarana dan 

teknologi sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta 

mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan bermanfaat bagi masyarakat;  

(8) Terlaksananya perluasan dan peningkatan jaringan kerja sama yang saling menguntungkan dengan 

berbagai lembaga pemerintahan/swasta di dalam dan luar negeri; 

(9) Terlaksananya Peningkatan dukungan untuk mahasiswa dalam rangka pemerataan dan perluasan 

akses pendidikan. 
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BAB III 

IDENTITAS 

Pasal 5 

Nama dan Kedudukan 

(1) Lembaga ini bernama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, disingkat UM Banjarmasin 

adalah amal usaha dibawah persyarikatan Muhammadiyah yang berasas Islam bersumber 

pada Al- Qur’an dan Al-Sunnah berdiri berdasarkan SK Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi tanggal 30 Desember 2015, Nomor SK: 204/KPT/I/2015; sebagai 

pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Muhammadiyah Banjarmasin 

yang diterbitkan melalui SK Mendiknas RI tanggal 30 Oktober 2003 nomor: 189/D/O/2003, 

sedangkan STIK Muhammadiyah Banjarmasin adalah pengembangan dari Akademi Perawat 

Muhammadiyah (Akper) Banjarmasin yang berdiri sejak tahun 1996 dengan  SK Menkes RI 

nomor: HK.00.06.1.1.1721 tanggal 18 Juni 1996. 

(2) Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UM Banjarmasin) adalah perguruan tinggi swasta 

di bawah persyarikatan Muhammadiyah  yang terletak di wilayah Kota Banjarmasin dan di 

Kabupaten Barito Kuala yang beralamat di: 

a. Kampus I, Jl. S. Parman Komplek Rumah Sakit Islam Banjarmasin Telp/Fax: (0511) 3363002 

b. Kampus II, Jl.  S. Parman Banjarmasin. 

c. Kampus III, Jl. Gubernur Syarkawi/Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Handil Bakti, 

Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.  

 

Pasal 6 

Asas dan Fungsi 

(1) Universitas Muhammadiyah Banjarmasin beraqidah Islam yang bersumber kepada Al- Qur’an 

dan Al-Sunnah serta berasaskan Pancasila 

(2) Universitas Muhammadiyah Banjarmasin berfungsi menyelenggarakan Catur Darma Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah 

 

Pasal 7 

Lambang 

Lambang UM Banjarmasin berbentuk segi lima berbingkai, di dalamnya yang berwujud simbol 

persyarikatan dengan diapit oleh gambar padi yang berjumlah 19 (sembilan belas) butir dan kapas 

berjumlah 12 (dua belas) kuntum serta bertuliskan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dengan 

makna: 
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(1) Segi lima, mempunyai makna membentuk insan akademisi/profesional yang berjiwa Islam, 

berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. 

(2) Padi berwarna kuning dengan R:253, G:212, B:4 atau C:5, M:4, Y:93, K:0 dan kapas berwarna 

hijau dengan R:0, G:155, B:76 dan berwarna putih, mempunyai makna memberikan manfaat 

bagi kesejahteraan bangsa dan negara. 

(3) Simbol Muhammadiyah berwarna putih mempunyai makna bahwa UM Banjarmasin 

mengemban visi dan misi Persyarikatan Muhammadiyah. 

(4) Logo Universitas Muhammadiyah Banjarmasin berwarna dasar biru tua dengan R:0, G:91, 

B:137 atau C:96, M:66, Y:22, K:0 

(5) Tulisan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin berwarna putih adalah perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang berdomisili di Banjarmasin. 

 

Pasal 8 

Bendera  

(1)  Bendera universitas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 120cm x 80cm, berwarna dasar 

biru dengan Lambang “Universitas Muhammadiyah Banjarmasin" yang berukuran 55cm x 

55cm, disulam dengan benang berwarna putih perak dengan tulisan Muhammadiyah dengan 

huruf Arab warna putih, dan tuliasn Universitas Muhammadiyah Banjarmasin warna putih,  padi 

warna kuning, dan kapas warna hijau-putih. 

(2)  Bendera fakultas/pascasarjana adalah bendera universitas yang dibedakan oleh warna dasar 

sebagai berikut: 

a. Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan warna biru terang. 

b. Fakultas Farmasi warna putih tulang. 

c. Fakultas Teknik warna abu-abu. 

d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan warna kuning. 

e. Fakultas Psikologi warna ungu. 

f. Pascasarjana warna merah maron. 

Pasal 9 

Mars dan Hymne 

(1)   Mars Universitas Muhammadiyah Banjarmasin karya Sasly Asally. 

“Senandungkan irama nurani 

Selaksa janji yang t’lah terpatri 

Dalam jiwa yang bersegera ‘tuk ditepati 

Dengan karya bakti untuk Negeri 

‘Kan kami lukis langit negeri dengan prestasi 

‘Kan kami patri tuk jadi Bangsa Mandiri 

Bangsa yang luhur budi dengan bahasa hati 

Dengan akhlak karimah..... 

Dengan sandaran pada Sang Pemurah 

Kami hantarkan Negeri yang penuh Berkah 

Reff :  

Kamilah mahasiswa UM Banjarmasin 

Pembawa panji kebenaran 



13 
 

Statuta Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 2016 

Menghalau kemungkaran 

Cinta suci kami dalam raut yang hakiki 

Berjuang mengibarkan Dwi warna 

(Universitas Muhammadiyah Banjarmasin... 

Profesional,, Unggul dan Islami.. 

Kami bangga mengalunkan Islam berkemajuan... 

Ke panggung penjuru dunia...) 

Islam agamaku... 

Muhammadiyah gerakanku... 

Disini almamaterku... 

Universitas Muhammadiyah.... Banjarmasin!!! 

(2)  Hymne Universitas Muhammadiyah Banjarmasin karya Sasly Asally. 

Langit malam di Negeri Seribu Sungai 

Rembulan bersinar indah memukau 

Getarkan jiwa akan luhurnya sebuah cita 

Persembahan pada Negeri tercinta 

Di sini kami labuhkan mimpi dan harapan 

Dari mahasiswa UM Banjarmasin 

‘Tuk membangun Bangsa yang mandiri... Berluhur budi 

Senantiasa sujud pada Sang Rabbi... 

Hamparkan Negeri ini 

Dengan prestasi yang tinggi 

Kawal lah dengan Taqwa sejati 

Reff :  

Duhai Insan Negeri Kami 

Laksana hamparan mutu manikam 

Indah dalam pandangan 

Indah dalam pengharapan 

Indah dalam pengabdian ‘tuk Negeri impian 

‘Kan kami jaga dengan sepenuh jiwa 

Keindahan jiwa yang menggenggam harmoni 

S’lalu alunkan Tasbih Syukur 

Dari beningnya hati yang Tafakkur 

Janji kami anak Bangsa 

Setia merajut asa 

Untuk besarkan Negara 

Indonesia Jaya... 

Pasal 10 

Busana Akademik 

Busana akademik UM Banjarmasin adalah toga dengan topi berwarna dasar hitam, dan samir (kain 

kalung) berwarna sesuai dengan warna dasar bendera fakultas. 

Pasal 11 

Upacara Akademik  

(1) Sidang senat terbuka dalam rangka milad UM Banjarmasin pada tanggal 30 Desember. 



14 
 

Statuta Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 2016 

(2) Sidang senat terbuka dalam rangka lustrum (masa lima tahun) UM Banjarmasin. 

(3) Sidang senat terbuka dalam rangka wisuda dan angkat sumpah profesi Universitas 

Muhammadiyah Banjarmasin. 

(4) Sidang senat terbuka dalam rangka promosi doktor, doktor honoris causa. 

(5) Sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar. 
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BAB IV 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

Bagian Pertama 

PENDIDIKAN TINGGI  

Pasal 12 

 

(1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

(2) Pendidikan tinggi merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar 

mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan 

pendidikan Universitas. 

(3) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau 

menyelesaikan masalah dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. 

(4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bangsa.  

(5) Etika akademik/kode etik, memuat etika akademik/kode etik yang berlaku di lingkungan 

Universitas 

 

Pasal 13 

(1) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan 

pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu. 

(2) Pendidikan akademik adalah pendidikan, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk menguasai, menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 

(3) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas Program Diploma, 

Program Sarjana dan Program Magister.  

(4) Program profesi dapat diselenggarakan atas dasar kerja sama dengan ikatan profesi dan instansi 

lain yang terkait.  

(5) Pendidikan profesi adalah program pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk memberikan layanan profesi kepada masyarakat atas dasar etika profesi.  

(6) Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik 

untuk menguasai dan menerapkan keahlian tertentu. 

(7) Universitas menyelenggarakan pendidikan vokasi yang terdiri atas sejumlah Program Diploma 

dalam pengelolaan Universitas. 

 

Pasal 14 

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas 

adalah Bahasa Indonesia. 

(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian 

pengetahuan dan atau pelatihan dan atau keterampilan. 
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Pasal 15 

(1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September. 

(2) Tahun akademik dibagi menjadi minimum 2 (dua) semester dan masing-masing semester 

terdiri dari minimum 16 (enam belas) minggu. 

(3) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit 

Semester (SKS). 

(4) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan mengembangkan 

kemampuan belajar mandiri. 

(5) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, 

diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lain. 

 

Pasal 16 

(1) Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. 

(2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan memperhatikan asas mutu, pemerataan 

pendidikan, dan kekhususan Universitas. 

(3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa. 

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur oleh Rektor. 

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berpedoman pada peraturan atau 

ketentuan yang berlaku.  

 

Bagian Kedua 

KURIKULUM DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Pasal 17 

Kurikulum Pendidikan Tinggi 

(1) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun 

bahan kajian dan pelajaran, serta penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi 

(2) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi terdiri atas 

kurikulum inti dan kurikulum institusional. 

(3) Kurikulum yang diberlakukan menyesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku 

(4) Kurikulum inti merupakan penciri kompetensi utama, mempunyai sifat sebagai berikut:  

a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;  

b. Acuan baku mutu penyelenggaraan program studi; 

c. Berlaku secara nasional dan internasional;  

d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang;  

e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, profesi, dan pengguna 

lulusan.  

(5) Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Senat Fakultas dan atau Senat 

Universitas atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan 

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas 
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(6) Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh Senat Fakultas dan atau 

Senat Universitas setelah menerima pertimbangan dari Ketua Program Studi dengan mengacu 

kepada standar nasional pendidikan. 

(7) Kurikulum yang diberlakukan untuk program profesi ditetapkan atas dasar kesepakatan dengan 

organisasi profesi terkait. 

(8) Evaluasi, penyesuaian dan atau pembaharuan kurikulum serta proses pembelajaran dilakukan 

secara berkala oleh Program Studi. 

 

Pasal 18 

Satuan Kredit Semester (SKS) 

Beban Mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program studi: 

(1) Jenjang Diploma Tiga (D3) minimal 108 SKS, diselesaikan dalam waktu 6-10 semester. 

(2) Jenjang Diploma Empat (D4) minimal 144 SKS, diselesaikan dalam waktu 8-14 semester. 

(3) Jenjang Strata satu minimal 144 SKS, diselesaikan dalam waktu 8-14 semester. 

(4) Jenjang Profesi minimal 24 SKS, diselesaikan dalam waktu 2-6 semester. 

(5) Jenjang Magister (S2) minimal 36 SKS, diselesaikan dalam waktu 4-8 semester. 

Pasal 19 

Pelaksanaan Kurikulum 

(1) Kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Al-Islam Kemuhammadiyahan 

dikoor-dinasikan oleh Pusat Pengkajian Al-Islam Kemuhammadiyahan, sedangkan mata kuliah 

Pancasila dan Kewarganegaraan dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum dan 

Pembelajaran di bawah koordinasi langsung Universitas. 

(2) Mata kuliah Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dikoordinasikan oleh Pusat Pelayanan dan 

Pengambangan Bahasa (P3B). 

(3) Kelompok mata kuliah dikoordinasikan oleh program studi, fakultas/Pascasarjana disesuaikan 

peraturan yang berlaku dengan selalu mengintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. 

(4) Jabaran kurikulum dalam bentuk mata kuliah dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik 

Universitas/Fakultas/Pascasarjana. 

 

Pasal 20 

Penilaian Hasil Belajar 

(1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dievaluasi secara berkala yang dapat diselenggarakan 

dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan atau pengamatan oleh dosen.  

(2) Evaluasi dapat diselenggarakan melalui kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian 

akhir program studi, ujian skripsi, dan ujian tesis.  

(3) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan 

dengan cara yang sesuai dengan karakteristik program pendidikan yang bersangkutan.  

(4) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem 

penghargaan bagi mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.  

(5) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf masing-masing A, B, C, D dan E, masing-

masing 4, 3, 2, 1, dan 0. 
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(6) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menekankan prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, 

dan obyektifitas mengacu pada standar penilaian berdasarkan standar nasional/internasional.  

(7) Predikat kelulusan dinyatakan dengan: memuaskan, sangat memuaskan, dan lulus dengan pujian 

(cumlaude) yang dinyatakan dalam transkip akademik. 

(8) Predikat kelulusan sebagaimana ayat (7) dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik 

Fakultas/Buku Pedoman Akademik Pascasarjana. 

(9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur oleh 

Universitas dengan keputusan Rektor.  

 

Pasal 21 

(1) Ujian akhir program vokasi hanya diselenggarakan pada jenjang Diploma III berupa ujian 

komprehensif atau ujian praktik kerja. 

(2) Ujian akhir program sarjana (Strata 1), terdiri dari ujian komprehensif atau ujian skripsi untuk 

memperoleh gelar sarjana. 

(3) Bentuk ujian akhir untuk program profesi ditentukan atas dasar kesepakatan dari organisasi 

profesi terkait. 

(4) Ujian akhir program magister (Strata 2) untuk memperoleh gelar Master dilakukan dalam bentuk 

ujian tesis.  

 

Pasal 22 

(1) Syarat kelulusan, jumlah satuan kredit semester (sks) yang harus ditempuh, dan indeks prestasi 

kumulatif (IPK) minimum ditetapkan oleh Rektor.  

(2) Rektor menetapkan jumlah sks yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) 

dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masingmasing Program Studi.  

 

Pasal 23 

(1) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan cum laude 

(dengan pujian), yang dinyatakan pada transkrip akademik.  

(2) Penetapan predikat kelulusan dan tata caranya ditetapkan oleh Rektor. 

 

Pasal 24 

Ijazah 

(1) Ijazah adalah surat tanda bukti keberhasilan studi yang diberikan kepada mahasiswa yang telah 

menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik (sarjana, magister), vokasi 

(diploma), dan profesi. 

(2) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik, dan lulusan pendidikan 

vokasi dan profesi berhak menggunakan gelar professional. 

Gelar lulusan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin adalah: 
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No. Program Studi Jenjang Pendidikan Gelar 

1.  
S2 Keperawatan Magister Keperawatan M. Kep 

2.  
S1 Keperawatan Sarjana Keperawatan S. Kep 

3.  
S1 Kep. Profesi Ners Nursing Ners. 

4.  
S1 Farmasi  Sarjana Farmasi S. Farm. 

5.  
D3 Keperawatan  Diploma Keperawatan  A.Md. Kep. 

6.  
D3 Kebidanan Diploma Kebidanan A.Md. Keb. 

7.  
D3 Farmasi  Diploma Farmasi A.Md. Farm. 

8.  
S1 Teknik Sipil Sarjana Teknik  S.T. 

9.  
S1 Informatika Sarjana Informatika S. Kom 

10.  
S1 Arsitektur Sarjana Arsitektur S. Ars. 

11.  
S1 Perencanaan Wilayah dan 

Kota 

Sarjana Perencanaan Wilayah 

dan Kota 

S. P.W 

12.  
S1 Pendidikan Bahasa 

Indonesia 

Sarjana Pendidikan Bahasa 

Indonesia 

S. Pd. 

13.  
S1 Pendidikan Bahasa 

Inggris 

Sarjana Pendidikan Bahasa 

Inggris 

S. Pd. 

14.  
S1 Pendidikan Matematika Sarjana Pendidikan Matematika S. Pd. 

15.  
S1 Psikologi Sarjana Psikologi S.Psi 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 154 Tahun 2014, 

Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 

 

(3) Ijazah pendidikan akademik, vokasi, dan profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dengan bentuk, 

ukuran, dan redaksi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, dan ditandatangani oleh 

dekan fakultas/direktur pascasarjana/ketua program diploma masing-masing dan rektor. 

(4) Setiap ijazah disertai transkip hasil studi yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat ditulis 

dalam bahasa Inggris/bahasa lain sesuai dengan kebutuhan.  
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BAB V 

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK  

DAN OTONOMI KEILMUAN 

Pasal 25 

Kebebasan Akademik 

(1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika UM 

Banjarmasin untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait 

dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

(2) Pimpinan universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat 

melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara 

mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan dan 

keislaman. 

Pasal 26 

Pelaksanaan Kebebasan Akademik 

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk terwujudnya pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni serta pembangunan nasional. 

(2) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap 

sivitas akademika tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik. 

(3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap sivitas akademika bertanggungjawab secara 

pribadi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman. 

Pasal 27 

Kebebasan Mimbar Akademik 

Pimpinan universitas dapat mengijinkan penggunaan sumber daya universitas dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma 

yang berlaku. 

Pasal 28 

Otonomi Keilmuan 

(1) Otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki universitas untuk mengupayakan 

terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atas 

dasar norma dan kaidah keilmuan dan keislaman. 

(2) UM Banjarmasin maupun sivitas akademikanya secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan 

arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sepanjang tidak 

bertentangan dengan norma dan kaidah keilmuan, serta kepentingan dan kesejahteraan umum.  

(3) Perwujudan otonomi keilmuan universitas dirumuskan oleh senat universitas. 
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BAB VI 

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN 

Pasal 29 

Gelar 

(1) Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.  

(2) Lulusan pendidikan profesi diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesi.  

(3) Lulusan pendidikan vokasi berhak untuk menggunakan sebutan vokasi.  

(4) Jenis gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi, singkatan dan penggunaannya diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(5) Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi, diatur oleh Senat 

Universitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(6) Rektor berhak mencabut gelar akademik, sebutan profesi, maupun sebutan vokasi yang dicapai 

secara tidak sah setelah melalui pertimbangan Senat Universitas dan atau Senat Fakultas.  

 

Pasal 30 

Sebutan Lulusan  

(1) Lulusan UM Banjarmasin memiliki hak menggunakan sebutan untuk lulusan perguruan tinggi. 

(2) Sebutan untuk lulusan pendidikan akademik adalah sarjana dan atau magister. 

(3) Sebutan untuk lulusan sarjana ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan 

huruf S dan magister ditulis di belakang nama yang berhak dengan huruf M sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

Pasal 31 

Sebutan Profesional 

(1) Sebutan lulusan pendidikan profesi diatur bersama antara organisasi profesi dan universitas, dan 

ditulis di belakang nama yang berhak. 

(2) Sebutan lulusan pendidikan vokasi: 

(a) Diploma tiga dengan sebutan Ahli Madya (A.Md), ditulis di belakang nama yang berhak. 

(b) Diploma empat dengan sebutan Sarjana Sains Terapan (SST), ditulis di belakang nama 

yang berhak. 

Pasal 32 

Penghargaan 

(1) UM Banjarmasin dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang 

telah berjasa terhadap pengembangan universitas. 

(2) Tanda jasa yang dimaksud dalam ayat (1) dianugerahkan oleh rektor berdasarkan pertimbangan 

Badan Pembina Harian. 

(3) Batasan, bentuk dan jenis penghargaan, serta tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa 

diatur berdasarkan Surat Keputusan Rektor. 

(4) Pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan pada saat peringatan hari jadi UM Banjarmasin. 
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Pasal 33 

Gelar Kehormatan 

(1) Gelar doktor kehormatan dapat diberikan kepada sarjana yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu 

pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan.  

(2) Pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan oleh Dekan/Rektor dengan persetujuan Senat 

Fakultas/Senat Universitas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas.  

(3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar doktor kehormatan diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(4) Pengukuhan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan tata cara yang diatur melalui Peraturan Senat Universitas.  

(5) Gelar Doktor kehormatan, disingkat Dr (H.C) ditempatkan di depan nama penerima hak atas 

gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan 

dengan kegiatan akademik dan pekerjaan. 

Pasal 34 

(1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa 

luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan 

dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Universitas.  

(2) Kriteria dan bentuk penghargaan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang 

berlaku. 

 

Pasal 35 

Tanda Penghargaan 

 Ukuran, bentuk, isi, warna ijasah dan tanda perhargaan serta lambang yang terdapat dalam ijasah dan 

tanda penghargaan diatur dengan Peraturan Senat Universitas. 
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BAB VII  

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI 

BAGIAN PERTAMA 

Pasal 36 

Organisasi dan Perangkat Penyelenggara 

(1) Badan Penyelenggara (BP) 

(2) Badan Pembina Harian (BPH) 

(3) Senat Universitas  

(4) Unsur pimpinan: Rektor dan Wakil Rektor  

(5) Unsur Monitoring Evaluasi dan Pengawas Internal Universitas: Lembaga Penjaminan Mutu 

(LPM) dan Satuan Pengawas Internal (SPI) 

(6) Komisi Etik; Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen, Lembaga Kode Etik Tenaga Kependidikan, 

Dewan Disiplin Kode Etik Kemahasiswaan 

(7) Unsur Pelaksana Akademik; Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), 

dan Pusat Kajian dan Pengembangan yang terdiri dari: Pusat Pengkajian Al-Islam 

Kemuhammadiyahan (PP-AIK), Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (PPKP), 

Pusat Pengembangan Karir (PPK), Pusat pelatihan dan Pengembangan Bahasa (P3B), dan Satuan 

Pelaksana Akademik yang terdiri dari:  

a. Fakultas 

b. Pascasarjana  

(8) Satuan Pelaksana Teknis Administrasi:   

a. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan (BAAK) 

b. Biro Administrasi Umum Keuangan (BAUK) 

(9) Unit Pelaksana Teknis (UPT):   

a. Perpustakaan 

b. Information and Communication Technology (ICT)  

c. Kantor Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (KP2MB) 

d. Pusat Bisnis  

e. Kantor Urusan Internasional (KUI) 

 

BAGIAN KEDUA  

Badan Penyelanggara (BP) 

Pasal 37 

Kedudukan 

(1)Badan Penyelenggara UM Banjarmasin (BP-UM Banjarmasin) adalah Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis Diktilitbang 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

Pasal 38 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

(1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan penyelenggara PTM. 

(2) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan kebijakan penyelenggaraan PTM 

 



24 
 

Statuta Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 2016 

 

Pasal 39 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat dalam 

penyelenggaraan PTM 

Pasal 40 

Majelis Pendidikan Tinggi 

(1) Majelis Pendidikan Tinggi membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan 

PTM 

(2) Majelis Pendidikan Tinggi menetapkan Ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan PTM   

Pasal 41 

Fungsi Badan Penyelenggara   

Fungsi Badan Penyelenggara: 

a. Membina dan mengembangkan UM Banjarmasin sesuai dengan visi dan misinya. 

b. Menetapkan kebijakan dasar (statuta) dan kebijakan strategis yang tertumpu pada 

Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

 

BAGIAN KETIGA 

Badan Pembina Harian (BPH) 

Pasal 42 

Keanggotaan Badan Pembina Harian 

(1) Badan Pembina Harian dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. 

(2) Badan Pembina Harian terdiri atas: 

(a) Unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan; 

(b) Unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi; 

(c) Unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami 

Persyarikatan. 

(3) Susunan Badan Pembina Harian sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 

9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. 

(4) Pengangkatan, pemberhentian dan perubahan anggota Badan Pembina Harian ditetapkan oleh 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul pimpinan UM Banjarmasin bersama Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi. 

(5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan Pimpinan Persyarikatan di 

tempat/domisili UM Banjarmasin. 

(6) Keanggotaan Badan Pembina Harian diberhentikan dan atau dilakukan perubahan karena masa 

jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap. 
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(7) Keanggotaan Badan Pembina Harian pada masa jabatannya dapat dilakukan perubahan karena 

pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap. 

(8) Ketentuan jabatan Badan Pembina Harian diatur sebagai berikut: 

(a) Masa jabatan Badan Pembina Harian 4 (empat) tahun; 

(b) Ketua Badan Pembina Harian tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Persyarikatan di bawahnya; 

(c) Ketua Badan Pembina Harian dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali 

masa jabatan; 

(d) Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Badan Pembina Harian tidak boleh 

merangkap unsur pimpinan UM Banjarmasin dan Badan Pembina Harian Amal Usaha 

Muhammadiyah lainnya; 

(9) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhinya 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) demi 

kemaslahatan Persyarikatan. 

 

Pasal 43 

Fungsi dan Tugas Pokok BPH 

Badan Pembina Harian (BPH) berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk 

melaksanakan tugas: 

(1) Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan UM Banjarmasin dalam pengelolaan UM 

Banjarmasin; 

(2) Bersama pimpinan UM Banjarmasin menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(RAPB) Tahunan; 

(3) Bersama pimpinan UM Banjarmasin dan Senat menyusun Statuta dan RIP (Rencana Induk 

Pengembangan); 

(4) Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

 

 

Pasal 44 

Wewenang Badan Pembina Harian 

Badan Pembina Harian berwenang: 

(a) Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan atas usul 

Pimpinan UM Banjarmasin; 

(b) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UM Banjarmasin; 

(c) Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyahan di UM 

Banjarmasin. 
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BAGIAN KEEMPAT 

Senat Universitas  

Pasal 45 

Keanggotaan Senat Universitas  

(1) Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat universitas. 

(2) Senat universitas terdiri atas: 

(a) Dosen tetap univeritas yang memiliki jabatan akademik Guru Besar; 

(b) Rektor;  

(c) Wakil Rektor; 

(d) Kepala Lembaga; 

(e) Dekan; 

(f) Direktur Pascasarjana; 

(g) Perwakilan dosen tetap berdasarkan jumlah mahasiswa secara proporsional (1 wakil 
dosen jika >500 total mahasiswa setiap fakultas) sesuai dengan hasil rapat pimpinan 

universitas dengan dekan atau direktur pascasarjana.

 

(h)

 
Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.

 

(i)

 
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan 1 orang Wakil Ketua PWM.

 

(j)

 
Anggota senat ketika diangkat usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun kecuali pada 

butir h dan i.

 

(k)

 
Senat Universitas diketuai oleh rektor, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari 

dan oleh anggota senat.

 

(l)

 
Anggota senat ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.

 

(m)

 
Perubahan anggota senat hanya dimungkinkan apabila terjadi perubahan status atau 

memasuki masa purna tugas.

 

(3)

 
Dalam melaksanakan tugas, senat universitas dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan 

kebutuhan.

 

(4)

 
Senat Akademik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada UM Banjarmasin.

 

(5)

 
Tugas pokok, keanggotaan, masa jabatan, dan pimpinan senat akademik sesuai dengan peraturan 

persyarikatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

 

(6)

 
Senat akademik dapat memberi gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (Dr. HC) kepada 

seseorang yang telah berjasa luar biasa dalam pengembangan keilmuan dan kemanusiaan serta 

misi persyarikatan.

 

(7)

 
Senat Akademik dalam menjalankan tugas pokoknya berlandaskan pada prinsip dan ideologi 

Muhammadiyah.

 

(8)

 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang 

pimpinan dan keputusan senat akademik demi kemaslahatan persyarikatan.
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Fungsi dan Tugas Pokok Senat Universitas 

Pasal 46 

Fungsi Senat Universitas 

(1) Memilih dan menetapkan calon rektor dan mengusulkannya kepada Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. 

(2) Memberikan pertimbangan kepada rektor dalam hal pengangkatan wakil rektor. 

(3) Memberikan persetujuan atas dasar RAPB yang diajukan oleh rektor. 

(4) Memberikan pertimbangan dalam hal usul kenaikan jabatan guru besar. 

(5) Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan. 

(6) Memberikan pertimbangan kepada BPH dalam hal penunjukkan pejabat rektor. 

 

Pasal 47 

Tugas Pokok Senat Universitas 

Tugas pokok senat universitas: 

(1) Merumuskan kebijakan dan pengembangan universitas. 

(2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, serta kepribadian sivitas 

akademika. 

(3) Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan akademik universitas. 

(4) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan. 

(5) Dalam melaksanakan tugas pokoknya senat universitas dapat membentuk komisi-komisi sesuai 

dengan kebutuhan pengembangan. 

(6) Struktur, keanggotaan dan tata kerja senat universitas secara terinci diatur dengan ketentuan 

tersendiri. 

 

BAGIAN KELIMA 

PIMPINAN UNIVERSITAS  

Pasal 48 

Rektor 

(1) Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dipimpin oleh seorang Rektor dibantu oleh Wakil 

Rektor. 

(2)  Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis 

Pendidikan Tinggi. 

(3)  Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi. 

(4)  Dalam hal rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai 

Pelaksana Harian Rektor. 

(5)  Dalam hal rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat pejabat rektor 

sebelum diangkat rektor definitif atas usul Majelis Pendidikan Tinggi yang mekanismenya diatur 

dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. 

(6)  Bilamana rektor berhalangan tetap, Badan Penyelenggara (BP) menunjuk pejabat rektor paling 

lama 3 (tiga) bulan atas pertimbangan senat universitas sampai ditetapkan rektor definitif. 
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Pasal 49 

Tugas Rektor 

(1) Tugas Rektor : 

a. Menentukan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyahan. 

b. Memimpin pembinaan dan pengembangan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. 

c. Bersama BPH membuat keputusan, prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen dosen dan 

pegawai administrasi. 

(2) Dalam menjalankan tugas, rektor dibantu oleh 3 (tiga) wakil rektor yang bertanggung jawab 

kepada rektor. 

(3) Untuk kepentingan pengembangan universitas, rektor dapat menunjuk wakil rektor lebih dari 3 

(tiga) orang.  

 

Pasal 50 

Wakil Rektor 

(1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi. 

(2) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor. 

(3) Jumlah dan bidang tugas Wakil Rektor diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. 

 

Pasal 51 

Tugas Wakil Rektor 

Tugas Wakil Rektor: 

(1) Wakil Rektor I, membantu tugas rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan dan pengembangan 

dosen. 

(2) Wakil Rektor II, membantu tugas rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang 

administrasi umum dan keuangan, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. 

(3) Wakil Rektor III, membantu tugas rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan 

kemahasiswaan, alumni, keislaman dan kemuhammadiyahan dan kerjasama.  

 

BAGIAN KEENAM 

MONITORING EVALUASI DAN SATUAN PENGAWAS 

UNIVERSITAS 

Pasal 52 

Lembaga Penjaminan Mutu  

(LPM) 

(1) Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi  internal untuk 

memastikan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan Universitas dan seluruh unit kerja.  

(2) Mengembangkan dan melaksanakan proses akreditasi institusi kepada unit kerja. 

(3) Menjadi penghubung Universitas dengan lembaga sertifikasi dan akreditasi  lain. 
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(4) Mengembangkan dan mengelola sistem mutu yang dibutuhkan oleh unit kerja untuk tercapainya 

kinerja yang baik. 

(5) Mengembangkan sistem pengendalian internal sesuai standar penjaminan mutu. 

(6) Ketua/sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) diangkat dan diberhentikan oleh rektor. 

(7) Prosedur, mekanisme, tata kerja dan kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) diatur dengan 

ketentuan tersendiri. 

Pasal 53 

Satuan Pengawas Internal 

(SPI) 

Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai unsur pengawas nonakademik: 

(1) Pengendalian dan pengawasan internal Universitas Muhammadiyah Banjarmasin diselenggarakan 

oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan didasarkan pada sistem yang ditetapkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pengendalian dan pengawasan internal diupayakan melalui tahapan:  

(a) Pencegahan sewaktu penyusunan rencana program dan anggaran agar sesuai dengan renstra 

bisnis universitas;  

(b) Pengawasan secara berkala minimal satu kali setahun; dan  

(c) Rekomendasi penindakan terhadap temuan hasil pelaksanaan program yang tidak sesuai 

dengan prosedur pencairan anggaran dengan memberikan beberapa catatan kepada pimpinan 

unit kerja dengan tembusan kepada Rektor. 

(3) Segala laporan terhadap hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal oleh SPI kepada 

tiap-tiap unit kerja dengan tembusan disampaikan kepada Rektor. 

 

 

UNSUR PELAKSANA AKADEMIK 

FAKULTAS 

Pasal 54 

 

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 

 

Senat Fakultas 

Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat fakultas. 

(1) Senat fakultas terdiri dari pimpinan fakultas, guru besar aktif, Ketua Program Studi dan wakil 

dosen. 

(2) Keanggotaan senat wakil dosen diserahkan kepada masing-masing fakultas. 

(3) Senat fakultas diketuai oleh dekan dan didampingi seorang sekretaris yang dipilih dari anggota 

senat. 

(4) Fungsi dan tugas pokok senat fakultas; 

(a) Memberikan usulan kepada pimpinan universitas/fakultas dalam hal pencalonan 

pimpinan fakultas. 

(b) Merumuskan kebijakan akademik fakultas. 
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(c) Merumuskan kebijakan penialaian prestasi akademik dan kecakapan, serta kepribadian 

sivitas akademika tingkat fakultas. 

(d) Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan akademik fakultas. 

(e) Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik. 

(5) Struktur dan tatakerja senat fakultas diatur dengan ketentuan tersendiri oleh fakultas. 

 

Pasal 55 

Dekan 

(1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan.  

(2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas. 

(3) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.  

(4) Dalam hal dekan berhalangan tidak tetap, wakil dekan bidang akademik bertindak sebagai 

pelaksana harian dekan. 

(5) Dalam hal dekan berhalangan tetap, rektor mengangkat pejabat dekan sebelum mengangkat dekan 

definitif. 

Pasal 56 

Tugas Dekan 

Tugas Dekan: 

(1) Menentukan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyahan 

di tingkat fakultas. 

(2) Memimpin pembinaan dan pengembangan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di 

tingkat fakultas. 

(3) Dalam menjalankan tugas, dekan dibantu oleh wakil dekan yang bertanggung jawab kepada 

dekan.  

Pasal 57 

Wakil Dekan  

(1) Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor. 

(2) Wakil dekan bertanggung jawab kepada dekan dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan 

Tinggi. 

(3) Jumlah wakil dekan terdiri dari wakil dekan I, II, dan III dan bidang tugas wakil dekan diatur 

dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. 

(4) Wakil dekan diangkat dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan universitas. 

 

Pasal 58 

Tugas Wakil Dekan 

Tugas Wakil Dekan: 
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(1) Membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian 

pada masyarakat, dan pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyahan di tingkat fakultas. 

(2) Membantu Dekan dalam pembinaan dan pengembangan dosen, tenaga kependidikan dan 

mahasiswa di tingkat fakultas. 

(3) Wakil dekan bertanggung jawab kepada dekan.  

Pasal 59 

Ketua dan Sekretaris Program Studi 

(1) Program studi dipimpin oleh seorang ketua. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya, ketua program studi dapat dibantu oleh seorang sekretaris. 

(3) Ketua dan sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan 

berdasarkan hasil pemilihan dosen tetap program studi. 

(4) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas kepala dan sekretaris program studi diatur dalam ketentuan 

tersendiri. 

Pasal 60 

Program Diploma 

(1) Program diploma adalah unsur pelaksana akademik di tingkat fakultas yang mempersiapkan 

peserta didik untuk memiliki keahlian terapan tertentu. 

(2) Program diploma dipimpin oleh seorang ketua. 

(3) Dalam menjalankan tugasnya, ketua program diploma dapat dibantu oleh seorang sekretaris. 

(4) Ketua program diploma bertanggungjawab kepada dekan. 

(5) Ketua dan sekretaris program diploma diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan 

berdasarkan hasil pemilihan dosen tetap program diploma. 

(6) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas ketua dan atau sekretaris program diploma diatur dengan 

ketentuan fakultas. 

Pasal 61 

Laboratorium 

(1) Laboratorium adalah unit sumberdaya dasar bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan dan 

teknologi  

(2) Laboratorium terdiri dari laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas dan laboratorium 

fakultas/program studi. 

(3) Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari dosen yang keahliannya telah 

memenuhi syarat tertentu. 

(4) Kepala laboratorium yang dikoordinasi oleh universitas bertanggung jawab kepada rektor, 

sedangkan kepala laboratorium fakultas/program studi bertanggung jawab kepada dekan/ketua 

program studi. 

(5) Kepala laboratorium fakultas/program studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul 

dekan/ketua program studi melalui dekan, sedangkan kepala laboratorium yang dikoordinasi 

oleh universitas diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul fakultas/program studi pemakai 

laboratorium tersebut. 

(6) Dalam menjalankan tugasnya, kepala laboratorium dibantu oleh asisten atau laboran dan 

pekarya. 
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(7) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas kepala laboratorium diatur dalam ketentuan tersendiri.  

 

 

 

 

BAGIAN KETUJUH 

PASCASARJANA 

Pasal 62 

Direktur dan Asisten Direktur 

(1) Pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu Asisten Direktur. 

(2) Direktur pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh rektor. 

(3) Direktur bertanggung jawab kepada rektor. 

(4) Dalam hal direktur berhalangan tidak tetap, Asisten Direktur bertindak sebagai pelaksana harian 

direktur. 

(5) Dalam hal direktur berhalangan tetap, rektor mengangkat pejabat direktur sebelum mengangkat 

direktur definitif. 

Pasal 63 

Tugas Direktur  

Tugas Direktur: 

(1) Menentukan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, 

pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyahan di 

pascasarjana. 

(2) Memimpin pembinaan dan pengembangan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di 

pascasarjana. 

(3) Dalam menjalankan tugas, direktur dibantu oleh Asisten Direktur yang bertanggung jawab 

kepada Direktur.  

 

Pasal 64 

Ketua dan Sekretaris Program Studi 

Pascasarjana 

(1) Program studi pascasarjana dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.  

(2) Ketua dan sekretaris program studi pada pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh rektor. 

(3) Ketua program studi pada pascasarjana bertanggung jawab kepada direktur dan sekretaris program 

studi pada pascasarjana bertanggungjawab kepada ketua program studi. 

(4) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas ketua dan sekretaris program studi diatur dalam ketentuan 

tersendiri. 
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BAGIAN KEDELAPAN 

LEMBAGA UNIVERSITAS 

Pasal 65 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian  

kepada Masyarakat  

(LP2M) 

(1) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan 

universitas yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dipimipin oleh ketua dan sekretaris yang 

mengkoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

(3) Ketua/sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan 

diberhentikan oleh rektor. 

(4) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada 

Masyarakat diatur dengan ketentuan tersendiri. 

 

PUSAT KAJIAN DAN PENGEMBANGAN 

Pasal 66 

Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran  

(PPKP) 

 

(1) Pusat pengembangan Kurikulum dan pembelajaran (PPKP) mempunyai tugas melakukan 

pengkajian dan pengembangan sistem pembelajaran dan bertanggung jawab atas 

terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu, relevan, efektif dan efisien 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksuda pada ayat (1), pusat pengembangan 

kurikulum dan pembelajaran mempunyai fungsi: 

(a) Pengembangan sistem dan peningkatan mutu pembelajaran 

(b) Pengkajian dan pengembangan metode dan aplikasi pembelajaran 

(c) Peningkatan dan pengembangan mutu dosen dan tenaga pendukung proses belajar 

mengajar 

(d) Pengkajian dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan pembangunan 

nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan pemangku kepentingan 

serta peraturan dan ketentuan yang berlaku; 

(e) Pengkajian dan pengembangan cara-cara pelaksanaan pendidikan akademik dan 

profesional, termasuk produksi dan pemanfaatan media dan sumber belajar yang efektif 

dan efisien 

(f) Pengkajian dan pengembangan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling; dan, 

(g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh rektor. 

Pasal 67 

Pusat Pengembangan Karir (PPK) 
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(1) Pusat pengembangan Karir mempunyai tugas pengembangan karir mahasiswa dan lulusan, 

bertanggung jawab atas karir lulusan universitas 

(2) Mempersiapkan mahasiswa dan lulusan untuk lebih kompetetif menghadapi dunia kerja/dunia 

usaha 

(3) Menumbuhkan profesionalisme bagi mahasiswa dan lulusan 

(4) Memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah pengangguran di Indonesia. 

(5) Menumbuhkembangkan jiwa kewira-usahaan di dunia Perguruan Tinggi sebagai pilar ekonomi 

nasional. 

(6) Menumbuhkembangkan motivasi mahasiswa dalam menciptakan lapangan pekerjaan. 

(7) Membuka peluang wirausaha bagi mahasiswa dan alumni Universitas 

(8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pusat Pengembangan 

Karir mempunyai fungsi: 

(a) Penghubung antara universitas dengan dunia usaha dan industri 

(b) Membantu mahasiswa/alumni mempersiapkan diri mendapatkan pekerjaan melalui 

pelatihan-pelatihan 

(c) Mempersiapkan tenaga kerja berkualitas bagi dunia usaha atau lembaga yang 

membutuhkan 

(d) Pengembangan dan Pelatihan karir bagi mahasiswa dan Alumni. 

 

Pasal 68 

Pusat Pengembangan dan Pelayanan Bahasa  

(P3B) 

(1) P3B adalah unit yang bertugas merencanakan, menyiapkan bahan ajar, dan melaksanakan 

kegiatan pendidikan dan pengajaran bahasa baik untuk mahasiswa maupun dosen/pegawai. 

(2) Mengoordinasi pembelajaran bahasa bagi mahasiswa non-bahasa, para dosen, dan pegawai 

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, serta masyarakat umum. 

(3) Menyelenggarakan tes TOEFL atau tes bahasa asing lainnya. 

(4) Menyelenggarakan bimbingan bahasa asing bagi mahasiswa maupun dosen dan tenaga 

kependidikan. 

(5) Melakukan pengkajian dan pengembangan bahasa. 

(6) P3B dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor. 

(7) Kepala P3B bertanggung jawab kepada rektor. 

(8) Prosedur, mekanisme, dan tata kerja lembaga bahasa diatur dalam ketentuan tersendiri. 

 

 Pasal 69 

Pusat Pengkajian Al-Islam 

Kemuhammadiyahan 

(1) Mengoordinasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kurikuler dan pengkajian 

Al-Islam Kemuhammadiyahan secara inter dan antar disiplin di lingkungan universitas. 
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(2) Mengembangkan kajian Al-Islam Kemuhammadiyah-an dalam mengintegrasikan nilai-nilai 

iptek dan seni. 

(3) Menfasilitasi proses kaderisasi Muhammadiyah bagi mahasiswa sesuai kebijakan pembinaan 

persyarikatan. 

(4) Membangun hubungan yang baik dengan per-syarikatan untuk peningkatan kualitas dakwah 

kelembagaan. 

(5) Mengembangkan dan menjalankan mekanisme pengawasan pelaksanaan keislaman di dalam 

kampus. 

(6) Melakukan dan mengembangkan kerja sama regional dan internasional terkait dengan 

pengembangan Islam. 

(7) Ketua Pusat Pengkajian Al-Islam Kemuhammadiyah-an diangkat dan diberhentikan oleh rektor. 

(8) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan Pusat Pengkajian Al-Islam Kemuhammadiyahan 

diatur dengan ketentuan tersendiri. 

 

 

BAGIAN KESEMBILAN 

UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI 

Pasal 70 

Biro  

(1) Biro adalah unsur pelaksana administrasi, pembantu pimpinan universitas di bidang pelayanan 

teknis administratif. 

(2) Biro dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor. 

(3) Kepala biro bertanggung jawab kepada rektor. 

(4) Biro memiliki bagian-bagian dan setiap bagian memiliki sub bagian. 

(5) Jumlah dan jenis bagian maupun sub-bagian disesuaikan dengan kebutuhan. 

Pasal 71 

 

BAAK  

 

Biro Administrasi Umum dan Keuangan  

(BAUK) 

(1) Biro Administrasi Umum Keuangan (BAUK) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis 

administratif seluruh unsur di lingkungan universitas. 

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAUK berada di bawah koordinasi Wakil Rektor II 

Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. 

Pasal 72 

Fungsi dan Tugas  

(1) Fungsi dan tugas pokok BAUK : 

(a) Penyelenggara dan pembina tata usaha dan rumah tangga kantor pusat. 

(b) Penyelenggara perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengelolaan tata usaha 

kepegawaian. 
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(c) Penyelenggara perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan penyimpanan 

perlengkapan. 

(d) Penyelenggara perencanaan, penerimaan, pembayaran dan pelaporan keuangan UM 

Banjarmasin. 

(2) Struktur, mekanisme dan rincian tugas BAUK diatur dalam deskripsi tugas bidang BAUK. 

 

 

 

 

Pasal 73 

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaaan (BAAK) 

(1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unit penyelenggara 

pelayanan teknis dan administrasi akademik dan kemahasiswaan di lingkungan universitas. 

(2) Kepala biro bertanggung jawab kepada rektor. 

(3) Biro memiliki bagian-bagian; Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Alumni dan 

Al-Islam Kemuhammadiyahan, setiap bagian memiliki sub-bagian. 

(4) Jumlah dan jenis bagian maupun sub-bagian disesuaikan dengan kebutuhan. 

(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAAK berada di bawah koordinasi Wakil Rektor I 

Bidang Akademik dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Al-Islam 

Kemuhammadiyahan. 

 

Pasal 74 

Tugas dan Fungsi 

(1) Tugas dan fungsi pokok BAAK: 

(a) Penyelenggara penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pengajaran. 

(b) Penyelenggara penyusunan administrasi pendidikan dan pengajaran. 

(c) Penyelenggara pelaporan adiministrasi kegiatan pendidikan dan pengajaran. 

(d) Penyelenggara penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan. 

(e) Penyelenggara pelayanan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni. 

(f) Penyelenggara pelaporan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni. 

(3) Struktur, mekanisme, tata kerja dan rincian BAAK diatur dengan ketentuan tersendiri. 

 

BAGIAN KESEPULUH 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 75 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Unit Pelaksana Teknis terdiri dari; Pusat Kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan, Perpustakaan, ICT, 

Kantor Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (KP2MB), unit-unit lain seperti: Pusat Bisnis dan 

Kantor Urusan Internasional (KUI). 
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Pasal 76 

Perpustakaan 

(1) Perencanaan pengembangan program pelayanan, penataan, dan fasilitas perpustakaan. 

(2) Pengevaluasian pelaksanaan program pelayanan perpustakaan. 

(3) Pengawasan dan menjaga kelancaran pelayanan perpustakaan. 

(4) Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan program perpustakaan setiap tahun. 

(5) Kepala dan Kasubbag Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh rektor. 

(6) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan perpustakaan diatur dengan ketentuan tersendiri.  

 

Pasal 77 

ICT  

(1) Mengelola layanan teknologi, sistem informasi, dan komunikasi. 

(2) Mengembangkan dan menjaga keberlanjutan sistem informasi. 

(3) Mengelola infrastruktur jaringan sistem informasi dan komunikasi dan dalam pelaksanaannya 

bekerjasama dengan humas. 

(4) Mengelola website universitas dan seluruh unit kerja 

(5) Kepala ICT diangkat dan diberhentikan oleh rektor. 

(6) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan ICT diatur dengan ketentuan tersendiri. 

 

Pasal 78 

Kantor Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru  

(KP2MB) 

(2) Menyusun rencana target penerimaan mahasiswa baru untuk setiap tahun. 

(3) Merencanakan teknik dan variasi model penjaringan penerimaan mahasiswa baru. 

(4) Merencanakan dan melaksanakan berbagai bentuk fasilitas kelengkapan sarana prasarana 

penyebaran informasi penerimaan mahasiswa baru. 

(5) Merencanakan dan melaksanakan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta, dan 

industri dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru. 

(6) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menginventarisasi dokumen penerimaan 

mahasiswa baru. 

(7) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi seleksi calon mahasiswa baru. 

(8) Kepala Kantor Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru diangkat dan diberhentikan oleh 

rektor. 

(9) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan Kantor Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru 

diatur dengan ketentuan tersendiri. 



38 
 

Statuta Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 2016 

 

UNIT LAIN 

Pasal 79 

Pusat Bisnis 

(1) Menyusun rencana pengembangan unit bisnis universitas yang sesuai dengan pengambangan 

keilmuan universitas. 

(2) Melaksanakan kegiatan bisnis dan membuat laporan perkembangan dan laporan keuangan 

kepada Rektor. 

(3) Dalam melaksanakan kegiatan bisnis di bawah koordinasi Wakil Rektor II. 

(4) Kepala Pusat Bisnis diangkat dan diberhentikan oleh rektor. 

(5) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan Pusat Bisnis diatur dengan ketentuan tersendiri.  

 

 

UNIT LAIN 

Pasal 80 

Kantor Urusan Internasional (KUI) 

(1) Menyusun juklak dan juknis urusan internasional. 

(2) Mengembangkan kerja sama institusional baik dengan institusi dalam negeri maupun luar 

negeri. 

(3) Memperluas cakupan kerjasama internasional untuk kepentingan dosen, tenaga kependidikan 

dan mahasiswa. 

(4) Mengkoordinasikan kunjungan pimpinan Universitas ke luar negeri. 

(5) Membuat, menerbitkan, dan menyebarluaskan informasi tentang beasiswa bagi dosen, tenaga 

kependidikan, maupun mahasiswa. 

(6) Melakukan administrasi kepentingan jaringan luar negeri (MoU, mahasiswa asing, peneliti 

asing, tamu asing dosen/mahasiswa ke luar negeri) serta meng-implementasikan ke dalam 

bidang yang sesuai. 

(7) Melakukan promosi ke pihak luar negeri baik langsung maupun tidak langsung. 

(8) Membantu proses dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik pihak Universitas maupun luar 

negeri partner Universitas untuk urusan internasional (visa, ijin belajar, paspor, dan lain-lain). 

(9) Pengelolaan dokumen mahasiswa asing 

(10) Kepala Kantor Urusan Internasional diangkat dan diberhentikan oleh rektor  

(11) Dalam melaksanakan kegiatannya di bawah koordinasi Wakil Rektor III. 

(12) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan Kantor Urusan Internasional diatur dengan 

ketentuan tersendiri. 
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BAB VIII 

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Dosen  

Pasal 81 

Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap UM Banjarmasin diangkat dan diberhentikan oleh Badan 

Pembina Harian. 

Syarat Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap : 

(1) Beragama Islam; 

(2) Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; 

(3) Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(4) Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi Persyarikatan;  

(5) Sehat jasmani dan rohani; 

(6) Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan; 

(7) Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan; 

(8) Tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain. 

(9) Badan Pembina Harian dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang syarat 

dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) demi kemaslahatan persyarikatan. 

 

Pasal 82 

Ketentuan Mengenai Dosen 

(1) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas 

utama melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi; Pendidikan, Penelitian, Pengabdian 

kepada Masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyahan. 

(2) Dosen UM Banjarmasin berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi dosen tetap, dan dosen 

tidak tetap. 

(3) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh persyarikatan yang memiliki NIDN/NIDNK atau 

dosen yang diangkat oleh pemerintah (DPK) yang ditugaskan sebagai tenaga tetap di UM 

Banjarmasin. 

(4) Dosen tidak tetap terdiri dari dosen yang belum mempunyai NIDN dan Jabatan Fungsional, 

dosen emeritus, dosen luar biasa, dan dosen tamu. 

(5) Dosen emeritus adalah dosen pensiunan yang diangkat oleh persyarikatan selama jangka waktu 

tertentu. 

(6) Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh rektor sebagai tenaga tidak tetap. 

(7) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar bidang-bidang keilmuan tertentu. 

(8) Pengangkatan dosen didasarkan atas urgensi kebutuhan, kemampuan finansial dan prospek 

program studi. 
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(9) Calon dosen yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai tenaga pengajar sampai memenuhi 

persyaratan sebagai dosen tetap. 

(10) Guru Besar atau tenaga yang dimiliki keahlian istimewa/khusus yang telah purna tugas/tidak 

terikat dengan instansi lain dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi dosen tidak tetap 

(emeritus). 

(11) Hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tugas pokok Dosen dan Tenaga Kependidikan 

diatur dengan peraturan kepegawaian. 

 

Pasal 83 

Tenaga Kependidikan 

(1) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertanggungjawab kepada Dekan 

masing-masing fakultas.  

(2) Tenaga Kependidikan terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, operator 

komputer, laboran, dan teknisi sumber belajar dalam jabatan fungsional yang bertugas memberikan 

pelayanan pendukung kegiatan akademik melalui unit kegiatan penunjang akademik seperti di 

laboratoriurn, pusat komputer, perpustakaan, dan unit penunjang akademik lainnya. 

 

BAB IX 

MAHASISWA DAN ALUMNI 

Pasal 84 

Mahasiswa 

(1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UM Banjarmasin. 

(2) Prosedur, mekanisme dan syarat menjadi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. 

(3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang 

telah ditetapkan pemerintah. 

(4) Hak, kewajiban, penghargaan dan sanksi terhadap mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri. 

Pasal 85 

Organisasi Kemahasiswaan 

(1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah 

perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan 

mahasiswa. 

(2) Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas: 

(a) Dewan Perwakilan Mahasiswa UM Banjarmasin (DPM-UM Banjarmasin). 

(b) Badan Eksekutif Mahasiswa UM Banjarmasin (BEM-UM Banjarmasin). 

(c) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). 

(d) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berbentuk Koordinator Komisariat tingkat Universitas 

dan Komisariat di Tingkat Fakultas. 

(3) Kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas ditekankan pada pengembangan penalaran dan 

keilmuan, minat dan kegemaran serta kesejahteraan mahasiswa. 

 

 

 



41 
 

Statuta Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 2016 

Pasal 86 

Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas 

(1) Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas: 

(b) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F). 

(c) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F). 

(d) Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tingkat fakultas. 

(2) Kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas ditekankan pada pengembangan penalaran dan 

keilmuan. 

Pasal 87 

Organisasi Kemahasiswaan Tingkat  

Program Studi 

(1) Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi 

(HIMA). 

(2) Kegiatan Kemahasiswaan tingkat program studi ditekankan pada pengembangan profesi 

keilmuan. 

Pasal 88 

Mekanisme Kerja 

Struktur, mekanisme, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan secara rinci diatur dalam ketentuan 

tersendiri. 

Pasal 89 

Alumni 

(1) Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu. 

(2) Alumni UM Banjarmasin dibentuk dalam suatu organisasi alumni bernama Ikatan Alumni 

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. 

(3) Ketentuan, hak dan kewajiban alumni diatur dalam ketentuan tersendiri. 

 

BAB X 

KERJASAMA 

Pasal 90 

Pokok-Pokok Kerjasama 

(1) UM Banjarmasin dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain baik 

dalam negeri maupun luar negeri. 

(2) Kerjasama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan rektor sebagai penanggung jawab. 

(3) Kerjasama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip keislaman, kepentingan nasional, dan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

Pasal 91 

Pembiayaan Kerjasama 

(1) Pembiayaan kerjasama yang dilakukan universitas dengan perguruan tinggi atau lembaga lain 

dapat berupa hibah (bantuan murni), pinjaman, dan pembiayaan bersama sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak. 
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(2) Kerjasama dalam bentuk pembiayaan hibah atau pembiayaan bersama dikenakan institusional 

fee tertentu yang diatur tersendiri. 

 

Pasal 92 

Bentuk Kerjasama 

(1) Semua bentuk kerjasama harus mendapat persetujuan rektor. 

(2) Penanggung jawab pelaksana kegiatan kerjasama menyampaikan laporan kepada rektor dalam 

bentuk laporan kemajuan kerjasama per semester dan akhir semester jika kerjasama berakhir.  

 

Pasal 93 

Tujuan Kerjasama 

Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk : 

(1) Terealisasinya visi dan misi UM Banjarmasin. 

(2) Meningkatkan dan pengembangan kinerja UM Banjarmasin dalam rangka memelihara, 

membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

(3) Meningkatkan tersedianya sumber daya insani yang bermutu dalam kerangka pengembangan 

kualitas dan wawasan akademik. 

(4) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. 

(5) Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

(6) Memberikan manfaat bagi pengembangan daerah dan kehidupan masyarakat. 

 

Pasal 94 

Bentuk Kerjasama 

(1) Kerjasama yang dilakukan dapat berupa atau meliputi: 

(a) Manajemen perguruan tinggi. 

(b) Kegiatan pendidikan dan pengajaran. 

(c) Kegiatan penelitian. 

(d) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

(e) Penerbitan. 

(f) Kegiatan lain. 

(2) Bentuk kerjasama yang dilakukan universitas dapat berujud kerjasama manajemen, program 

kembaran, program pemindahan kredit, tukar-menukar dosen atau mahasiswa, pemanfaatan 

sumber daya dalam pelaksanaan akademik, penerbitan karya ilmiah, pelatihan, pengembangan 

studi Islam, dan kerjasama lain yang dipandang perlu. 

(3) Tata cara dan bentuk kerjasama secara terinci diatur dalam ketentuan tersendiri.  
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BAB XI  

SARANA DAN PRASARANA 

Pasal 95 

(1) Sarana dan prasarana Universitas adalah semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan 

dan memperlancar proses pendidikan.  

(2) Sistem inventarisasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan 

Universitas.  

(3) Tata cara pembangunan dan penggunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan 

Universitas dengan persetujuan Senat 

(4) Pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran dalam 

penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik. 

(5) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan optimal, efektif, dan efisien oleh kepala unit 

kerja di bawah Koordinasi Biro Administrasi Umum dan Keuangan. 

(6) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prosedur dan 

mekanisme sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Rektor dan BPH.  

(7) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh BPH dan Pimpinan universitas berdasarkan pada 

Anggaran Pendapatan Belanja (APB) 

(8) Pimpinan universitas bertanggung jawab dalam Penggunaan, inventarisasi dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana  

(9) Pengahapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh BPH dan Pimpinan Universitas sesuai 

dengan peraturan persyarikatan 

 

BAB XII 

KEUANGAN DAN KEKAYAAN 

Pasal 96 

Keuangan dan Kekayaan 

(1) Keuangan dan kekayaan atau aset UM Banjarmasin secara hukum milik Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. 

(2) Keuangan dan kekayaan UM Banjarmasin dapat diperoleh dari masyarakat, pemerintah, Unit 

Usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat. 

(3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UM Banjarmasin setelah disusun Pimpinan UM 

Banjarmasin bersama Badan Pembina Harian disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi dan 

Litbang menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja UM Banjarmasin. 

(4) Pengelolaan keuangan dan kekayaan UM Banjarmasin mengacu kepada kebijakan Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah. 

(5) UM Banjarmasin dapat membentuk unit bisnis yang tidak bertentangan dengan kebijakan Majelis 

Pendidikan Tinggi dan Litbang. 

(6) Pembinaan dan pengawasan atas keuangan dan kekayaan UM Banjarmasin menjadi tanggung 

jawab Majelis Pendidikan Tinggi Litbang dan lembaga yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. 
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Pasal 97 

Keuangan dan Kekayaan Universitas 

(1) Sumber keuangan Universitas berasal dari : 

(b) Hasil usaha persyarikatan/Badan Penyelenggara/ Badan Pembina Harian. 

(c) Infaq Institusi, SPP dan Dana Pengembangan Pendidikan dan penerimaan lain dari 

mahasiswa. 

(d) Bantuan perorangan, lembaga dan pemerintah. 

(e) Penerimaan wakaf, zakat, infak dan sodaqoh. 

(f) Penerimaan lain yang halal dan tidak mengikat. 

(2) Universitas menghimpun dana abadi yang berasal dari: 

(a) APB. 

(b) Sisa APB. 

(c) Tabungan yang direncanakan. 

(d) Usaha-usaha lain yang dihasilkan universitas yang dilaksanakan oleh Pusat Bisnis.  

(3) Dana abadi dikelola oleh lembaga tersendiri. 

(4) Segala bentuk pemasukan/penerimaan berupa uang dan barang bergerak/tidak bergerak yang 

melalui dan atas nama universitas, fakultas, dan unit-unit yang ada adalah kekayaan universitas. 

(5) Seluruh kekayaan universitas secara hukum adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah. 

 

Pasal 98 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(1) RAPB Universitas disusun dalam bentuk anggaran rutin, anggaran pengembangan akademik dan 

dana abadi. 

(2) RAPB Universitas disusun oleh pimpinan universitas dan BPH, dan selanjutnya dimintakan 

pengesahan kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mendapatkan 

persetujuan senat universitas. 

Pasal 99 

Realisasi Anggaran 

(1) Realisasi penggunaan anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran pengembangan 

akademik, dan dana abadi dilakukan oleh rektor, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan 

kepada wakil rektor bidang administrasi, umum dan keuangan. 

(2) Realisasi penggunaan anggaran yang sudah disyahkan, diatur sesuai dengan skala prioritas. 

(3) Laporan pertanggungjawaban APB Universitas disampaikan kepada Majelis Diktilitbang 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui BPH setelah mendapat persetujuan senat universitas.  

 

Pasal 100 

Pengawasan Keuangan 

(1) Pengawasan pelaksanaan anggaran dan kekayaan universitas dilakukan oleh tim pengawasan 

fungsional atau oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang 

terdiri dari: 

(a) Atasan langsung (pengawasan melekat). 
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(b) Internal Audit yang dibentuk oleh pimpinan universitas. 

(c) Akuntan publik. 

(2) Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan pengawasan keuangan 

universitas yang teknis pelaksanaannya dilimpahkan kepada Lembaga Pembinaan dan 

Pengawasan Keuangan (LPPK) Muhammadiyah. 

 

BAB XIII 

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) 

Pasal 101 

PELAKSANAAN SPMI 

(1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan 

yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan 

dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara 

(2) UM Banjarmasin menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu 

Universitas secara terencana dan berkelanjutan. 

(3) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengendalian dan peningkatan (PPEPP) standar Pendidikan Tinggi.   

(4) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu 

(LPM).   

(5) Sistem penjaminan mutu UM Banjarmasin terdiri atas:   

a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Universitas; dan 

b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.   

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal  (SPMI) diatur dalam 

Peraturan Rektor 

 

 

Pasal 103 

Pelaksana Penjaminan Mutu  

(1) Pelaksana penjaminan mutu tingkat Universitas adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

(2) Pelaksana penjaminan mutu tingkat Fakultas adalah Gugus Penjaminan Mutu (GPM) 

(3) Pelaksana Penjaminan mutu tingkat program studi adalah Unit Penjaminan Mutu (UPM) 

(4) LPM, GPM dan UPM menyusun langkah - langkah inisiasi dan koordinasi pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu tingkat universitas, Fakultas dan program studi termasuk didalamnya 

monitoring dan evaluasi (Monev) dan audit mutu internal (AMI)  

(5) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan oleh tim monev bertugas untuk 

menginventarisasi dan mengevaluasi proses dan hasil kegiatan akademik dan non akademik 
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serta menyusun laporan dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan kualitas berkelanjutan di 

Universitas berdasarkan standar mutu perguruan tinggi. 

(6) Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh Auditor Mutu Internal 

(7) Auditor mutu Internal adalah dosen yang memiliki kualifikasi sebagai Auditor yang 

berkewajiban melakukan audit mutu berdasarkan standar mutu perguruan tinggi. 

(8) Evaluasi hasil Audit Mutu Internal dilakukan dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk 

merumuskan rencana tindak lanjut dan strategi pengembangan Universitas. 

 

 

BAB XIV 

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN 

Pasal 105 

(1) Bentuk dan Tata cara Penetapan Peraturan berdasarkan: 

a. Peraturan Pemerintah RI 

b. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

c. Peraturan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP 

Muhammadiyah 

d. Statuta Universitas 

e. Peraturan Tingkat Universitas 

f. Keputusan BPH 

g. Keputusan Senat Universitas 

h. Keputusan Rektor 

i. Peraturan Fakultas 

j. Keputusan Senat Fakultas  

k. Keputusan Dekan 

(2) Peraturan Pemerintah RI tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah 

(3) Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah  

(4) Peraturan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP 

Muhammadiyah tentang Penjabaran pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

(5) Statuta Universitas adalah bentuk peraturan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di UM 

Banjarmasin yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan 

(Diktilitbang) PP Muhammadiyah 

(6) Peraturan Universitas ditetapkan oleh Badan Pembina Harian (BPH) untuk melaksanakan 

ketentuan dalam statuta  

(7) Keputusan BPH  

(8) Keputusan Rektor adalah Peraturan Rektor yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan 

ketentuan-ketentuan dalam statuta 

(9) Keputusan Senat Universitas 
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(10) Peraturan Fakultas ditetapkan oleh Dekan dengan persetujuan senat Fakultas untuk 

melaksanakan Peraturan universitas dan Peraturan Rektor 

(11) Keputusan Dekan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan 

Universitas, Peraturan Rektor dan Peraturan Fakultas  

(12) Keputusan Senat Fakultas 

BAB XV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 106 

(1) Perubahan Statuta ditetapkan oleh Badan Penyelenggara dalam hal ini didasarkan pasal 66 ayat 

(3) PP No.14 Tahun 2014 dan berdasarkan pasal 29 ayat (30) pedoman Perguran Tinggi 

Muhammadiyah. 

(2) Statuta ini disusun bersama oleh Pimpinan Universitas, Senat Universitas dan BPH dan 

ditetapkan oleh Majelis DiktiLitbang PP Muhammadiyah 

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini dan masih memerlukan rincian lebih lanjut akan 

diatur dalam peraturan pelaksanaan. 

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini dan masih memerlukan rincian lebih lanjut akan 

diatur dalam peraturan pelaksanaan. 

 

 

BAB XVI  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 107 

(1) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  

(2) Statuta ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Majelis Diktilitbang Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah Nomor:101/KEP/I.3/D.2017 Tanggal 20 April 2017 

(3) Statuta ini dapat ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Statuta Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 2016 

 

Ditetapkan di  : Banjarmasin  

pada tanggal   : 14 Maret  2016 

Tertanda, 

 

Rektor 

 

 

 

 

Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag. 

Ketua BPH/Anggota Senat 

 

 

 

 

H. Muhammad Fauzi, MSc. 

 

 

 

 

 




